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RINGKASAN 

  

Indah Nasution        Penyelesaian Sengketa Tanah Tidak Besertifikat       

Melalalui Hukum Adat Di Desa Patiluban Mudik 

Kabupaten Mandailing Natal 

 

(Dr. Hamdani, S.H., LL.M. dan Muksalmina, M.H) 

 

Sengketa tanah adat merupakan suatu bentuk konflik yang sering terjadi di 

suatu wilayah pedesaan, terutama pada desa yang masih menjunjung tinggi nilai-

nilai hukum adat. salah satu bentuk sengketa yang terjadi adalah penyelesaian  

mengenai tanah yang tidak besertifikat  yang menimbulkan permasalahan di 

antara para masyarakat di desa.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa 

tanah yang tidak besertifikat oleh kepala desa, kendala yang di hadapi dalam 

proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Patiluban Mudik, serta bentuk proses 

penyelesaian kendala penyelesaian sengketa tanah tidak besertifikat melalui 

hukum adat di Desa Patiluban Mudik. 

Jenis penelitian  yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif  yang berlaku dan 

mengaitkannya dengan fakta-fakta dilapangan. Dalam pengumpulan data yang 

berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode penelitian 

kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), analisis 

data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

tahap penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian  sengketa dilakukan 

melalui musyawarah adat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa  dan juga Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 17 Tahun 2021, 

penyelesaian telah mencapai akhir kesepakatan bersama. Kendala yang ditemukan  

meliputi: tidak tersedianya  bukti dokumen dari salah satu pihak, kuatnya klaim 

dari salah satu pihak dan kepentingan pribadi, kurangnya pemahaman masyarakat, 

serta ketegangan antara pihak yang bermasalah. Kepala Desa dan tokoh adat  telah 

melakukan  berbagai upaya, antara lain melakukan  musyawarah antar keluarga 

dan masyarakat. 

Diharapakan kepada tokoh adat dan aparat desa agar melakukan upaya 

melakukan pembuatan sertifikat kepada masyarakat yang belum memilikinya. 

begitu juga agar masyarakat lebih  proaktif dalam memperkuat  bentuk 

kemusyawarahan , meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum adat, 

serta memberikan dukungan  hukum agar proses penyelesaian sengketa tanah 

dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan  konflik yang berkepanjangan. 
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